
 

 

  

 

 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF 

RETRIBUSI JASA UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai 

dengan potensi penerimaan Pemerintahan Daerah yang 

diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat 

sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan 

yang berbanding lurus dengan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pungutan 

retribusi guna pelayanan untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah melalui 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 11 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum, mengatur mengenai 

struktur dan tarif retribusi jasa umum; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 

Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

 
SALINAN 



 

 

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum mengatur bahwa penetapan tarif retribusi setelah 

dilakukan peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Gubernur; 

d. bahwa perubahan tarif retribusi jasa umum telah diatur 

dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi 

Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum; 

e. bahwa berdasarkan hasil peninjauan Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 

tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan ekonomi sehingga perlu 

disesuaikan; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Tarif Retribusi Jasa Umum; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 

Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 827); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2019 Nomor 14); 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

114 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa 

Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2021 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 

2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 

21); 



 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM. 

 

Pasal I 

Ketentuan huruf C angka 7 sampai dengan angka 11 

Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 

Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 

a. Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

1); 

b. Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

3); 

c. Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

14); 

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
  



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

   Ditetapkan di Yogyakarta 

  pada tanggal 30 Juni 2023 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 30 Juni 2023 

 

SEKRETARIS  DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

BENY SUHARSONO 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 25 

 

 

  

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
ADI BAYU KRISTANTO 

NIP. 19720711 199703 1 006 



 

 

LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 25 TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM 

 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN 

No 

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM TARIF 

KETERANGAN 
URAIAN 

SEMULA MENJADI 

SATUAN TARIF (Rp) SATUAN TARIF (Rp) 

 C. Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan      

 7. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa per orang 2.800.000 per orang 2.100.000  

 8. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan 

Barang dan Jasa 
per orang 850.000 per orang 750.000  

 9. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual per orang 6.000.000 per orang 6.500.000  

 10. Pelatihan Legal Drefting per orang 6.500.000 per orang 6.700.000  

 11. Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan 

per orang 36.900.000 per orang 34.400.000  

                  

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd. 

HAMENGKU BUWONO X 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
ADI BAYU KRISTANTO 

NIP. 19720711 199703 1 006 


